WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bogor yang diselenggarakan
secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi (SMART) telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bogor;

b. bahwa berkenaan dengan evaluasi penyelenggaraan
perizinan dan non perizinan informasi dan komunikasi
(SMART), maka Peraturan Wali Kota sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa  kali diubah  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215):

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu  Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);



13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah
Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 52 Seri E);

14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor
Tahun 2019 Nomor 12 Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
DALAM PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan
dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018
Nomor 53 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Bogor.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal.
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Penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan
non perizinan di lingkungan DPMPTSP yang selanjutnya disebut
SMART adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan perizinan.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang
memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan
status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi
dan autentikasi.

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan
elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi
elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik.

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk
menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung
pelaksanaan pelayanan perizinan.

Integrasi adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau
lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi
yang telah dipertukarkan.

Izin Online adalah suatu proses pengajuan permohonan atau
pendaftaran perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui
media internet, pemanfaatan teknologi informasi untuk
menyederhanakan proses pelaksanaan pelayanan perizinan dan non
perizinan.

Force Majeure adalah kejadian-kejadian dapat terjadi sewaktu-waktu,
tidak dapat diduga dan berada diluar kemampuan manusia dengan
segala daya serta upaya untuk mengatasinya seperti bencana alam,
pemberontakan, huru hara, perang, kebakaran, sabotase dan
pemogokan umum.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada
Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut
Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi
penanaman modal.
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Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk
analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau
Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 11

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat
hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada
Penanda Tangan,;

c. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa
Penanda Tangan,;

d. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang
terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait
dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;

f.  terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
Penandatangannya; dan

g. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda
Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi
Elektronik yang terkait.

Bentuk dan Jenis Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 April 2019

Diundangkan di Bogor
pada-tanggal 5 April 2019
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BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 17SERI &



